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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian Polsek Kaidipang 

terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan dilakuikan melalui upaya 

preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif tersebut yakni 

mengantisipasi terjadinya segala bentuk kejahatan, termasuk 

pengeroyoka  dengan cara melakukan razia dan atau patroli demi 

menjamin rasa aman dalam masyarakat. Sedangkan upaya represif yang 

lakukan yaitu dengan melakukan pengungkapan atas terjadinya 

pengeroyokan dengan jalan melakukan penyelidikan, penyidikan 

hingga pelimpahan berkas perkara pengeroyokan kepada Jaksa 

Penuntut Umum untuk diadili berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan ditingkat kepolisian 

Polsek Kaidipang terhadap kasus tindak pidana pengeroyokan adalah 

kurangnya harmonisasi antara masyarakat dan penegak hokum, factor 

hukum itu sendiri, alat bukti, dan tersangka tidak berada di tempat atau 

melarikan diri. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana 

Pengeroyokan dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada: 

1. Bahwa dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana 

pengeroyokan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, 

termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. 

2. Bahawa Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan 

senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan 

kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan 

penyidikan. 
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